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Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) Dalam
Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia

Aisyah Ayu Musyafah', Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
‘sisyahayumusyafah@gmail.com

ABSTRACT

The cfficial maker of the deed of wagf pledge (PPAIW) has the main task of providing wagf
administration and serving the needs of prospective wakif who will donaie part of their obijects in
accordance with the provisions of the legisiation. However, PPAIW's: role in prowding land wagf
services in the community 15 not yet optimal, namely it 15 stll siow lo serve the administrative
requirements of land wagf, the imited quality of PPAIW human resources (HR) who ars sxperts in wanf
law, community legal awareness in wagf in PPAIW is still low The purposs of this research is to
analyze PPAIW performance; identify legal problems, and formwlate optimization of PPAIW
perfiormance. This research uses empincal jJundical methods with qualitative analysis. The result of this
research is that PPAIW's performance is not in accordance with the work concept indicators. PPAIW's
probiems as a public service nstitution are PEAIW's persanal resources, community parbicipation and
budgets that support performance. FRAIW legal problems onginating from FRAIW personal resources,
namely, iack of ability o understand the principles of dispute resolution, and sociaiize regulatory
developments. Optmizing PPAIW performance by increasing PPAIW resources and collaborating with
relevant agencies.

Keywords: Performance; PPAIW: Wagf.
ABSTRAK

Pegawai Pembust lkrar Akta lkrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas pokok dalam penyediaan
administras) wakaf dan melayani kepariuzn calon wakif yang skan mewskafkan sebagian bendanys
sesual dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam membenkan pelayanan
wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf
tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf dan
kesadaran hukum masyarakat dalanm berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan psnelitian ini adalah
untuk menganalisis ®inerna PPAIW, mengidentifikasi problematka hukum, dan merumuskan
optimaiisas: kinena PPAIW. Peneltian ini menggunakan metode yurnidis empins dengan analisis
kualitatif. Hasil darl penelitian ini adalah kinena PRAIVW belum sesuai dengan indicator konsep kera
Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW,
partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung Kinena. Problematika hukum PPAIW yang
berasal dan sumber daya personal PRAIW, yakm. kurangnya kemampuan dalam memaham asss-3sas
penyelesaian sengksta, dan mensosialisasikan perkembangan regulas. Optmalisasi Kinena PPAIW
yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan,

Kata Kunci: Kinerja; PPAIW; Wakaf.
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ABSTRACT

Currently, the small-medium enlerprises become more familiar and galned benefifs from elechronic
commerce. On the other side. elecironic commerce also used by some people as g plafform to sell
psycholropic drugs This study is normative legal research with a fegal approach (statue approach) and
a case approach This research is legal nommative with g legal approach (statute approach} and a case
approgch. This study explains the fact that the frade of psychoirooic drugs /= nof (n line with the law ang
discusses the legality of seliing psyehotropic drugs onfing. The results of the study show that the laws
and reguiations regarding psychotropics still do not-meet the legal requirements that arise 55 3 resuit of
the: deveiopment of online fransactions, especially those related to online sales of psyehotrapics It is
necessary fo reform the lew by continuing to amend and pass the Bill on Drug and Food Conirol which
the process was hafted In 2018, in the context of fegally controliing the Wlega! use of onfine
marketplaces (marketplaces) to sall psychotropic drugs

Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.

ABSTRAK

Saat ini. perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas
cakupan isnisnya Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfastkan oleh beberapa orang sebagai
platform untuk menjusl obai-obat psikotropika. Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal
(pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitan ini menjelaskan fakta perdagangan obat-
obatan psikofropika yang fidak seialan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat
psikotropika secara online. Hasil penelitan bahwa peraturan perundang undang tentang psiotropika
masin belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi onling
terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan
cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan vang
prosesnya terhent di tahun 2019, dalam rangka pengendalian seeara hukum penggunaan pasar online
(marketpiace) secara illegal untuk menjual obat-chatan paikotropika

Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.
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ABSTRACT

The official maker of (ha deed of wagl plkedge (PPAIW) has e main task of providirg waof
administration and cerving the needs of prospaclive wakif who wil donate part of their obiacts n
accordance with the provisions of the legisiation. Howaver, PFAW'S role in providing land wadf
services. n the community = not yet cptimal, ramaly it & stil slow to serve the adminstalive
requirements of land wadf, the limited qualty of PRAIW human resources (HR) who are experts inwadf
law, communily legal awareness in wagf in PPAIW & still low. The purpose of this research Is o
analyze PPAW performance. deniify legal protlems, and formulate optimizalion of PPAIW
peformance. This research uses smpincal jundical mathods with qualitative analysis. The result of this
resaarch Is that PPAIW's perdommance is rot in accordance with the work concept Indicstors. FRAIW'S
prodlems as & public senvice instilufion are PPAW'S personal resources. communily partiipation and
budgets the: support performance. PPAIW lagal problems onginating from PRAIW personal resources,
namely, lack of ability to understand the principles of dispute resoluton, and sodalize regulatory
developmerts. Optimizing PPANY parformance by nereasing PPAIVY rasources and collaborating with
relavant agencies

Keywords: Performance; PPAIW: Wagf,
ABSTRAK

Fegawal Pembuat lkiar Akia hrar Wakaf (PPAIVY) mempunyal tuges pokok dalam penyediaan
arlministrasi wakal dan melayani kaperiuan calon wakif vang aken mewakafkan sahagian bendanya
sesUs dengan ketentuan perudang-undangan Namun, peran PPANY dalam memberlkan peleyanan
wakaf tanak | masyarakat belum cptimal yaity masih lambannya melayanl syarat administrasi wakal
lanah lerbalasnya kualitas sumber daya manusia (SOM) PPAIW yang abl dalam hukum waeal dan
kesadaran hukum masyarakat datam berwakal di PPAN masih rendall, Tojuan penzliian inl adalah
untuk  manganalisis kinera PPAIW, mangdentifikasi problématika  hukum, dan  merumuskan
optmalisesi kinerja PPAIW, Fenelitan ini mengguisken melode yuridis emping. dengan anakisis
kualitate, Hasll dan peneiitian im acalah knerja "PAIW belum sesual dengan indicator konsep kena.
Preblematika PPAIW sebagal lembaga pelayan masyarakal vatu sumber daya persond PPAIW,
parisipas| mesyarakal dan anpgamn yang mendukung knera. Problematika hukum PRPAIW yang
barasal dan sumber daya persond PPAIN. yakni kurananya kemampuan dalam memahami asas-asas
penyelesalan senghets, dan mersosialisasikan perkembangan regulasl Optimalisasi kinera PRAIW
yakni meningkal<an sumber daya PPAIWY dan beketjasama dengan inslansi yang beraitan,

Kata Kunci: Kinerja; PPAIW; Wakaf,
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A. PENDAHULUAN

Pengartian waknf tanah menurul hukum
Islam, didasarkan pada hacls Mabl lentang
pesouatan wakal yang diiakukan olgh Umar Bin
Khatab. Pada nacds temsebol terdapat Kala
Sahanlah  hadanya  dan shadagahkaniah
hasinya” Jmar bin Khalsb peds saab i
menzhan harta yang lelah dwakafkan dan
kepentingar prbadinya; dan  dalibkan  uniuk
kapentingar kémashlahatan umal (HR. Bukhori)
Wakaf tansh merupakan parbuatan hukum uniuk
mengalhkan Kemanfaatan dan hak kepemilikan
alias tanah darl millk Indbvicu manjadi miltk urmum
unluk kepentingan yang sesual dengan syanah
lslem. Tujuan wakal vang palng ulama adalah
mengabadikan narte wakaf agas maniaat atau
hasilnyz. dapal diambil secars ferus meneus
(Rafid, & Yusuf 2020). Di Indoresa kegiaian
wakal dikenal seifng dengan  perkembangan
Islem di negara ini (Amirudin, & Khisni, 2017),
Bewdasarkan data dar Direklorat Pemberdayaan
Wakal Kemertedan Agama menunjukkan bahwa
pada tehun 2016 aset wakal lanah nasional
mencapal 43549 miliar m? pada 435 768 lokast
Pada tzhun 2017, mencapal 4,364 miliar m*, dan
tahun 2018 mancapai 4 4 milar m&{BPS, 2018)
Berasarkan data SWWAK (Sistem [nformasi
Wakaf), menunjukkan bahws |umlah assl tanah
wakal pada tehun 2019 ada 5020038 ha
meyebar dl 372322 |okasi  (Mementeran
Agama, 2019). Pemerntah berupaya  unluk
menjamin kepastian hukum sena melndungl dan

menyelamalkan asst wakaf fanah  dengan

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
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menatapkan Kompilash Hukum Isiam [KHI) |npras
Nomor 1 Tahun 1991 Buku 101 tentang
Perwakalan, FReguissl mengeral wakal juga
diztur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tatun
2004 tertang Wakafl

Menurut Pasal 17 avat (1) den {2) Undang-
Undang Momar 41 Tahun 2004 tenlang Wakaf,
menjalaskan habws wakil (omang yang herikrar
wakal) hendaklah mengucapkan ke wakal
ditadapan PPAIW dergon disaksikan olsh 2
\dua) oreng saksl lakideki yang telah memenuhi
syaral [krar wakaf tersebut dinyatekan secara
fsan danfatae Wwisan serls diengkan dalam
akia ikrar wakaf deh PPAIW. PPAIW adaian
pelabal yang ditunjuk negara untuk membanity
pemenniah cmlam memberikan fasidas kepada
masyarakal dami mewujuckan tedib hukum pada
pelaksaraan wakaf PPAIW mampunysi tugas
pokok dalam penvedisan administrast wakaf dan
melayan Keperluan calon wakif yang akan
mawakafan sebagen bendanys sesuai dengan
ketentuan  peucang - undangan.  Dengan
demikian, tugas PPAIVY sangat penting datam
pembuatan akla kear wakaf sebagal bukti telah
leradinya waka,

PPAIW sabapal lembanga pelayanan wakaf,
ada empat (4) macam, yakni. 1) PPAIW harta
Enﬂa wakaf tioak bererak berups tanah adalah
Kepila KUA  demiatau  pejabat  yang
ﬁenremggarakan uusan wakaf, 2) PPAIW
Brta- benda wakaf bergerall selain uang adalah
Epalzhua daniaau pejabat lain yang dilun|uk
oleh Menterc 30 PPAIW hada benda wakat
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pjraetek berupa vang addah Pojabat Lembaga
Keuangan Syarish paling rendah  setinghal
Hepala Seksi LKS yarg dilunjuk aleh Menler; 4)
BPPAIW Nolars, Namun, bemasatkan peneliian
yang dilskukan olen Asrawall Mardamn dan
Butanudin oeh dengan wdul Urgensi Literas
Wakaf Bagi Pejgbat Pembuat Akta lkrar Wakaf
Dalam Meqingkatkan  Pelayansn Prima  Dan
Sangketa Perwskafan.  Hasl
panglitian manunukkan bahwa paran PRAIW
dalam memberken pelayanan weksf tanah di
masyarakat belum optimal yailu masih lambaninya

Mangantisipasi

melayan! syaral adminsiras) wakal tanah, kurang
aklifryz PPAIW dalam membantu menyslesalkan
pammasalahan  administras) kurang
memahami parkembangan regulasi hukum, dan
terdapat kasus PPAIW dalam menerhitkan sural
pembatalan akla pengganti akls rar wakal
(APAINY) yang manimbulkan sengheta wakaf,
sehingge harts benda wakal Gda< produbtil alau

wakal,

tdek sesial peruntukanmva  (Mardamin, &
Buanudin, 20Z1), Menurut peneditian  yang
difekukan ofeh  Ahmad  Syaflg  menunjukkan
hahwa sampsi sekereng, masih terdapal lanah
wakal yang belum dicatatkan di PPAIW, adinya
masyarakat balum sepsnubnyga berwakal tanal di
FPAIN,  karena  beium fumbuh kesadaran
masyarakat untik mengadministrasixan wakafnya
di PPAIW (Syafia, 2013). Ditetzpkannya Undang-
Undang Nomor 41 Tehun 2004 tentang Wakaf,
bahwa pencatatan  perbuatan
nukum wakal adalah wajib. Tujuan adanys aluran

menun)Jkkan

mengenal wakat adalah;  untuk membenkan

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
Unilverstas Diponegong

rerlindungan dan kopastian hukum bag waldf,
radzir dan harda yama dwakalkan, sers
menghindarl munculiya sengheta wekal yang
lerjadi ketikea wekil dan nadzlr meninggal dunia
Penefilian yang dilakukan olen  Tatik
Rahayuningsih - menunukkan  babwa  peran
PPAIW dalam mengoptimalkan  kesadaran
herpskaf malalul PPAIW  pada  masyarakal
Kacaratan Tongauna Ulara Kabupaen Konawe
balum maksimal hal demikian disababkan cleh
beberaga fakiorn, antera ain: wrbatasnya kualias
sumber daya manusia {S0M) PPAIW yang ahi
dalam hubkum wakaf, anggaran pemerntah datam
soslalisasi nukum wakal lanah masih minim dan
belum bea dilaksanakan, sehingga Hesadaran
hukum masyarakat dalam berwakal di PRAIW
masin rendah (Rahayuringsin, 2098 Pendilian
vang diakuken pleh Waskur merunjukkar babwa
perlu paningkatan kompetansi bagl PPAW baik
dari sisi administras, pelayanan, dan juga hukum
wakef (Waskur, 2022} Penelitian lain yang Juga
pemah dilakukan oleh Angga Syahputra dan
Taufiq dengan |judy Wagf Optimizalion n Azefi
Frovince menimjukkan bahwa Aceh  memiliki
polensi wakal berupa lahan yeng sangat luas
dapat  dioplimalkan  famun - periy
dilakukan perbaikan sapedi peningkstan lieasi
wakzsi, sertifikas: lanan wakaf, dan memperbalki
Lembage pengelola wakal (Syahputra,-& Taufig,
2027, penefian yang dilskukan deh  Rian
Abdurmohmen Rasdi
mENUILKKEN bahwa peru  adanya  sraleql

sehingga

Ardiyansyah  dan

mengopimalkan dengan cars sosialisas) equas
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pamturan  panndang-undangan  wakaf  dan
paradigma baru wakaf untuk peningkatan kualitas
lembaga waksl (Ardivansysh, & Kasd, 2021),
Bentilk lolak dad hasll peselitian di slas,
bahwa pemsmasalahan hukum PRAI calam
pelaksanzan wekal @nah di masyarakat, antara
lair,  PPAW  belum  melaksanakan
kewaiharmya sacara maksima, sehingga masih
terdapat tarah wakal yang belum dicatalkan dan
masih lambannya melayani syaral administras
wakal tansh, kurang akiifnya FRAIW calam

lugas

membanty  menyelesakan  permasalahan
administrasi  wakal,  kureng  memahami
perkembangan  regulasl  hukum  wakaf

larbalasnya kualilas sumber daya PPAIW dalam
hukum wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf,
anggaran pemerntah dalam sosiaisas hukum
wakal tansh masih minim den belum bisa
dilsksanakan  sapenuhrya, Sehingga  kinerja
PPAIW  beum sesual dengar  lujuan  yang
ditvaraphan.

Tugas PPAIY telah diatur daam peraturan
perundang-undangan (PP No. 281877 tentang
Pemturan Wakal Milik, KHI Inpres Mo 10199
Buku 1l tentang Ferwakafan, UL No. 412004
ntang Wakal dan PP Mo, 422006 lenlang
Pemfuran Pelaksanzan  Wakal)  Kewsjiban
PPAIW diabar dalam KH! Inpres Nomaor 1 Tahun
1991 Buku Il tentang  Perwdkafan yang
menjelaskan tentang kedudukan dan kewaphan
PPAIN dalam wakal namun dalam kinerianya
peitu  diujl

apakah sesual dengan  aluran

paundang-undangan &tau  ddak.  Walaupun
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pencltian tenfang PPAIW schagal lembage
pelayanan wakaf lanah sudah dilgksanakan oleh
beberape penelitl akadsmist, namun penelifian
lertang oplimalisas Kinegja Pegawnl Pembual
Akta Ikrar Wakaf (PPANY) sebagai lembaga
peiayan mesyarakat dalam berwakal tanah beum
pemah dilakukan, Fokus pensfitian ini adalah
kinafa PPAIW sebagal lembags yang melayani
pelaksanaan wakaf tanah di masyarakat, apakah
sesual dengan sluran perundang-undangan stau
belum. Selain itu, juoa mensiti tentang kinerja
FRAIW, apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundarg-undangan yang berlaky alau bedum,
dan bagalmana upaya untuk mengoptmalkan,

B. METODE PENELITIAN

Peneditian ini merupskan jenis penailan
kpangan yang mengambl [okasi di Wilsyah Jawa
Targah dengan penentuan sampel berdasarean
vaknl,  berdasarzan
perimbangan mendapatkan data tenlang prakiss
PPAIW sebagal lembaga peiayanan wakal tanah
di masyarakal yang mengelahul permasalahan
dalam prakiek. Metode pendekatan peneiiian
valtu dengan pencekalan soclo-fegal resgarch
dar, pendekalan pufdie empiris.  Speciflasi
panedtian inl adakah disknplf snaisisz. pendiian

cara  kerja  snowball

nj termasuc penelitian hukum yang menjedasian
lentang kaidsh dan asas hukum lembaga wekal
lanah. Deskrptf menpakan perullsan yang
memberikan gamoaran, menelaah, menjeaskan
kemudian menganaiisis prakiek PPAIV sebagal

Bmbaga yeng  memyvan wakat tanah o
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masyarakat Anallsis  adatah wpaya untuk
menganalises diskrips! hasil pereitian dengan
mencgunakan leorl hukum yang lepabsesual
Jenils data yang digunakan yaitu data primer dan
selundar. Dat primer diperoleh dan BWI (Badan
Wakaf indonesia) Pusat dan BW) Jawa Tengah;
BWI Kebupatenkota, PPAIW yang berada dl KUA
Kecamalan Kulon Progo. Kecamalan Jalisnom
Kabupaten Klaten, dan Kesamatan Pringsural
Kabupaten Teranggung. Data sekunder tordid
sekunder, dan
pekengkap. Tekolk pengumpulen data ditakukan
melalyl sludl perpusiakaan, wawancara, dan
dokumentasl. Fanpoahan data dilskikan secar
kuglitald, Dsla penelian dienalisis  secara
kualitatif dengan menggunakan matode desknpll

dan bahan hukom  primer,

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja PPAIW dalam Palaksanaan Hukum
Wakaf Tanah

kirena acalsh prastasi kerja pegawal yang
diperoleh melalul prosss membandingkan antar
hasll ker dengan tugas dan pekerfgan yang
falah distapkan dalam sturan parusabaan atau
inslitusilemaage/organisas: lersebul. Penilaian
kinana seialu mepmbandingkan anlzra hasil yang
dicapai dengan standsr terentu [Wicaksono,
2016). Kinera dapal dickur melalw beberapa
indkator, yakni kualtes, kuartis, sfisiensi,
ketepatan waklu. dan  kemardidan,  Kinerja
PPAIN maksumiya prestasi kera PPAIW dalam
menjaiankan  Wgas  oan  Kewajibannya
sahazamara ditgtapkan ofsh pemenntah, datam
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hal in adalab Hementonan Agama. Knero
PPAIY  deapat  diketahul upaya
mermbiandinghan proses perolehan hasl kera
vang leiah dilaksanakan dengan lugas-ugas
vang teleh ditesapkan olgh Kementerian Agama
melalu reguias) wakal vang ditslagkan oleh
regara Oleh kaema  tu, sangat  penting
mengetahi lgas PPAIW yang lelah dislaskan

mihaluj

dalam berapa reg.lasi wakal dl Indonesia, 2ntara

kin;

a, Paraturan Pamenrtah Nomor 28 Tahun 1877
Parwekafen Tanah Wik, menjelaskan batwa
tugas PPAIW yang uwtama adalah membusl
atau mererbiken akta ikrar wakal lanah,
mencatat alay mengadministrasikan  anah
wakalf bersama nadzi mandafisrkan tanah
wakal  Selain jupa  memberikan
paryuluhan  hukum  supaya  masyarakal
berwakaf tarah di hadagan PPAIW,

b. KHI lnpres Nomoe 1 Tahun 1991 Buku I
lenlarg Perwakafan, merjalaskan  bahwa
wgas PPAIY adalah menyakslikan serah
terima Ixrar wakaf dan wakil kepada nadzln
memblat  akia melakLikan
penfgawasan dalam pemalinaraan keleslarian
haria wakaf, mengangkal dan
mambarhentkan nadzir bersama meis oema
kecamatan, mendaflarken tanah wakaf ke
Badan Feranahen KetalKatupaten, dan
apablla ads perubaban dan penularan harla
wakaf harus dicordinasikan artar nadzir

dengan Kemenlerizn Agama.

M,

krar wakaf,
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¢. Undang-Undang Momor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf merjelaskan bahwa lugas
PPAIW sama depgan substansl lugas yang
teah dijefaskan datam KHI lnpres Nomoar !
Tarun 1991 Buke N1 Mamun, dalam. Undang-
Undang Momor 41 Tanun 2004 tentang
Wakaf terdapat penambahan atas fimas
nadzlr. yaknl membuat dan meneitkan skla
{krar wakal unluk hana bergerak salain uang,
mangrma wokaf  uang  dar mosyarskat
kemucian menyerahkannya kepada LKS-
PWU; membual  can  menshitkan  akla
penggant akta krar waka! begl lanah wakal
yang belum mempunyal akla ikrer wakaf
bekarjasama dergan BV «aitannya dengan
parubahan dan  peruntukan nara  wakat
mambual  surat  kelamngen  penpangkatan
fﬁ!:ﬁr

Bardasarkan Undang-Undarg Momor 41

Tahun 2004 tﬁrﬁlrﬁWaM, duraikan bahwa

tugss PRANN sdalzh sebagai berikut:

Sebelum pelaksansan krar wakal dan caon
wakf, PPAW hans dapat memastikan
terbermuknya Majlis |krar Wakaf yarg tordin
darl wakil adzir, mamul Saib, dua orang
saksl, dan PPAIW ity sendin

Menelll selengkapan persyzratan administrasl
perwakafan tan kendaan ligk benda wakaf:
Manyzksikan  pelaksansan  ikrar  Wiskal
(pernyataan kahendak waki) @ hadapan
Majlis Ikrar Wakal;

d. Mangesahikan lej.rmgmlahtﬂmdamm
oleh wakif, radzlr, 2 {duaj orarg saksi
shﬂ!akau&fmmrfm‘mffr

- Membual benla acara serah lerima hara
benda wakaf dari wakif kepada nadzlr beserta
penjelasan tenteng Keadaan ser@  Ancian

Program Magister Hukum, Fakultes Hulum
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harta bonda wakal yang ditandatangani oleh
waklf dan nadzlr

[ Mengesahkan nadzr, hak pemsoEngan,
badan hukum, maupun organisasi:

g Menyampakan saliran AW kepada wakif,
naczir, mavgld  alath,  Kantor  Pardahanan
Katopatsnota daam hal  benda wakel

£ henipa tanah;
h. Mambuat Akla Pengganti Akte lkisr Wakal
(APAIWY berdasarkan pammahonan

masyarakal alau  saks| yang  mengetahul
keberadasn benda wekal, atau pihak yang
talzh ditsntukan oleh peraturan perundans-
undargan,

i As  npama  pazhie,  PPAMY  wajih
menyampaikan APAIW  beserts  dokumen
pelengksp alnnye kepada Kepala Kantor
Parlanahan Kabupater/iela selsmpat dakm
rangka pendaflaran  wakal lanah  yang
hersangkitan damm jangka waktu paling lama
30 {tiga pulit) hari sejsk penandatangarian
APAIW,

} Manyerahkan  kelengkapan  administrasi
pelaksanaan wakal kepada Badan Penanahan
Katwpglenol dan nstans! teiall oot
pererbitan s€lfkat tanah wakat,

k. PRAIW afas nama Manted Agama dar Badan
Wakaf Indonesia (BWI) wallb mendaftar atau
mendala radzl G lingkup wiayah lugasnys,

I Mamproses panggantian nadze lema yang

berhenti  karens  meninggal  dunia,

berheiangan tetap, mengundurkan din. slau
diberhantikan oleh BWI:

- Menginvestas| data tanah wakaf bak yang

sudah bersertifial maupun masih  daam

: mﬂmmbm penyelesaian bila  leradi
mosalah  yang  berkaitan  dengan
pensertifkatan lanah wakal,

Berdasar<an penjelasan tentang lugas
PFAIW d alzs. dapat dusin'ﬂnkan lugas PPAIW
vaitu melayan pelaksanaan wakal dan penerbilan
akia ikrar wakal: legalitas tanah wakal (menslit
wkun dan syamtnya) mamantag kinera nadzlr,

pengangiatan  dan pemberhenfian  seria
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pengasshan manoliti

administrasi

nadzir; kedengkapan
tanah waksf, dar  membantu
penyelesasian  sergketa  lanan  wakal  di
masyarskal,  Tugas FPAIN  besdasarkan
wawancara meliput;  menedl  dokumen  dan
syargl-syaral.  pengajuan  wakaf  tanah;
menyaksikan pengucapan akia tkrar wakaf tanah
dar wakl kepada nadzir, membual akis s
wakal, mengadministrasikan akla irar wakaf
tanak; membuat aktd pangganti (ke waksf Enah
bag hara wokaf yang belum mempunyai akta
thrar wakal setelah diketabu petunjukibayyinah
balwa tanah lersebut adalah lansh  wakal
bessama nadzr mendallarean tanah wakal dan
menpawanya sampal larbilnga sertifikal lanah
wakaf (Daryad. 2022).

Hasil peneliian manunjukkan batiwa masih
tardapat lanah wakaf yang belum mempunyai
akta ikrar varaf, atinya perbuatan wakal bdak
dilsicsanakan di depan FPAIW yang berada satu
Eanter dengan KUA, karena masyarakat belum
percaya dan beum familiar dengan PPAIW
{(Herawall & Mukhsin, 2020), Keadean inl
menunjukkan bahwa masyarakat belum menaeril
tentang substansi Undang-Undang MNomor 41
Tahun 2004 'entang Wakaf vang menjelzskan
batwa pencatatan perbuaan  hukum  wakal
adalah wajib,

Data  peneliian bahwa
PPAIW memupakan peabal yang ditunjuk negara
untuk  rembarkEn |ayanan wakal @Eash d
masyarakal, dan smpal kenanys di bawah satu
atan KUA, o1 mana KUA juga menangani

misrun ukkan
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berbagal urusan agamn dan berbagal hukum
lslam, misalrya  perrikahan,
ajaran/ukum lslam,
masjid. dan Taman Pendidikan A-Qurarn. Hal
gemikianiah yang menjadkan logas PPAIW

penyuiuhan

agama kese|atieraan

belum optimal, karena bersemaan pekenasn l@n
yang berbeda ‘peranganannya, mamun diurosi
deh pejshat yang same Walaupun cepala KUA
spegta ewofficle adalah PRAIW, ramun bekim
lentu menguasal Mukum wakal dan problamatika
wakei tanah serla manajemen wakaf tanah
sehingga pekaraen PPAIVY senng terabmikan dan
menjad pekerjaan sampingan (Nurhldayat, 2022},
Aklbatnya, Ingkat kepuasan masyarakal terhadap
pelayanan PPAIW belum memenuhl standar
prima, misalnva; masin lambanmya melsyani
syl admenisias wakal lenah, korang akbifga
PPAIN  dalam
permasalahan administrasi wakaf, dan kurang
memahami parkembangan regulasi hukur wakal.

Tugas PPAIW & KUA dilsksanskan aleh
pegawal yeng khusus menangani urusan wakaf,
dan lentang pelaksdnaan wakal tanah tidak
sefiag  har berdasarkan  mnat
mesyarakal  dalam  berwaka! fanah,  Upaya
pemaninlah unlule meningkatkan kinerjg PPRAIW,
vang bertujian  untuk
mengarahkan bahwa tugas PPAIW bukan hanya

mambantu  menyelesaikan

RAMun

meiaiu  pembnaan

menangani pelaksenaan wakal tarah, namun
pua mendata dan mergadminslaskan lanah
wakisl, serfa mendata dan memantau nadzir
dalam mengelola tanah wakal Hal Inligh vang
beium dlaksanakan oleh  PPAIW.  karena
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pokeraan  lspangan  tentumys  memerkkan

transporl dan tenaga, namun pemeintah belum

memperhalan dana  lersebul

{Nurbidayat, 2022),

Hesll paneliian di &as, apanila dianabsis
dengan konsep kinena menumat Stephen P
Rabhing, yarg menjslaskan babwa indikstor
kinena ditenlukan oleh beberapz sidal kegs,
vahni, kualitas, buaniitss, sfsiens), helepatan
wakty, @n kemandinan (Robbin, & Coulter,
2005), maka perpetasannye esbagal bankut:

a Kualiles pekenaan PPAIW dalam melayani
wakal lanah belum sempuma, masih lerdapal
masyarakal yang belum famlliar dan percaya
ke PPANY, Walaupun sebagan masparakal
sudah berwakaf ka PRAINY, namun belum
mandspatkan pelayanan bak dan pelugas
PPAIW, karera sumber daya di KUA lebih
bearyak pada  pelayanan
perkawiran. Hasil pekeraan PPAW yang

persoalan

did ominasi

berkallen dengan lugas dan kewallban radzir,

uga  belum ssmpuma; dan beum
mamparibatkan kesungguhan sehingga belum
miamenuni tamet yano diharmpkan

b. Kuanlitas pekerjaan PRAW, apabila duku
darl jumiah pekerjaan, metunjukken bahwa
dan jumilah pokok pekerjaan PRAIW, yakni
melayan pelaksenaan wakaf dan peneritan
ahla Ikear wakaf; legsitas tlanah  wakal
(meneiti mbkun dan syarabngs), memantay

nadzir,  pengarghalan  dan

pemberhentian serta pengesahanan nader,
tanah

kinerja

menelii  keanokapan  admnistras)
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wakaf, dan membanty penyelesalan sengketa
tanah wakaf di masyerskat. Berdasarkan §
{enam) tugas pokok PPAIW di alas, yang
dapat dilaksanasan hanye pekefaan yang
berkaitan dengan pelaisanaan wakal tanah
supaya mendapatkan legallas nukum dan
administrasi wakaf tanah, Tugas PP&IW yang
bekaltan dengan nadelr dan penyelesaian
sengkela fanah wakal belum menunjukkan
hasil korjs makeimal karena tanaga di KUA
leblh baryak dkerahxen pada pelayanan
padahal perkembangan
perwakafan dl Indonesia semakin  pesal
Sahingga berdasatkan penelitan
menunjukkan bahwa ads 2 (dua) lugas
PRAIW yang balum maxsimal.

pemikahan,

. Kneda PPAIVY apabilz dinlai da’l ketepatan

wakiu, manunjukkan balywa akfifitas FPAIW di
kantoe sebatas menunggu, mamun apabily
masyarakal manghendakl krar wakal dl luer
Kantor atsu d lempal tanah wakef berada,
maka PPAIN juga meayani terlepas dan
biaya transporl. Pembuatan akta lkrar wakal
fdan mengadminisirasikan tanah wakaf, juga
diaksanakan lepal waklu. Namun unfuk
pekarjaan yang badeitan dengan lugas pokex
nadzir,  PRPAIW  belum
mermempatkan wakiu secam maksimal datam

dan legalitas

melaksangkan ftugas pskanaanmya, mesih
banyak dijumpai PPAIW belum mempunyal
data lantang kinerja nadzir dzam sengeldaan
tangh wakaf, sehingga tidai diketahul sejauh
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mara tanah wakaf dibercayakan, bagaimana
Rambrctan dan prograsnis,

d. Eleklivitas pekenaan PPAIW, zpabila diukus
derl sumber daya atdu kemampuan dalam
memanami wakaf tanah, maxa sebagian besa
PPAINY belajar secara mandin. Selam iu, juga
terdapat PPAIW d  wlayah pedesaan
(Temanggung, Klaten, Damak Kendsl) masih
manggunakan peradigma wakal bardasarkan
Rukum gdat yang dipraitekdan secars tunrin-
temurer,  misalnya;  harta  yang  boieh
dwaralban it fanah, penggunaan lanah
hanya unluk Ibedsh, dan nadzir hanya
pekarjaan sambilan, Dengar demikian sumbe®
daya PPAW di wilayah pedesaan dalam
perwakaan  sangal  perdu  diingkatkan
parmahamennya. Mamun, PRAW yang bamda
di wilayah perkotzan, menusjukian babwa
pemahaman wakaf sudah mulal borubah
sesugi yang terdapal dalam LU Wakal,
msalnya, pengeiolen lemah wakal secars
procubiii, nadzir mgrgetatiul
manajemen pengelolaan tarah wakel, PPAIW
malayani waka! uang kemudian menystarkan
ke Bank Syarjah. Pekerjaan PRAIW kurang
makeimel, juga dipengaruhl oleh  kebipkan
pemenntah dalam penysdaan angaaran urik
manyLksaskan tugas dan kewsiban PRAIW,
karena berdasarkan penslitian menunjukkan
hahwa pekerjaan FPAIW balur dianggarkan
pemerintal, 2ehingga menghambal pekejaan
FRAIW,

i
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o, Knera PPAW apabila diihat dari keman diran
kinerfa, menurjukkan  bahwa  pekerfaan
PPAMN selaly melibatkan pihak lain unluk
menyempurnakan  pekejasnnya, misanys,
nnnzt.r kaitannya dengan pelestarian  dan
pemanfaatan tanah wakal & masyarakat, BPN
kaitarmya denoan legalitas tanah wakaf dan
aparal tesa kakannys demgan pementhan
eyaral-syaral  slay  dokumen  vang  hans
dipgnuke dan masyarakal seboga  pelaki
wakaf (wakify. Oleh karsna itu, kireqa PPAIW
juga dilhal dan sepuhmanakah melakukan

kerjasama dengan  pihak  lEn,  uniuk
menyuksaskar  pekeraannyg,  sehingge
pulaporan  peslanggurgiasaban Kinera

PPAIW ke atasan, yaknl Kepals Bagian
Utusan  Syarah  tidsk  terhambat
penalifian manurjukkan, batwa secar Lmum
kingrja PRAIW dalam berkoordirasi dengan
phak-pihak belum maksimal,

Berdasarsgn penjelasan di atas, dapal
dsirpulkan  bahwa  kineda  PPAIW  datam
melaksarakan  Ugasnya  sebaga pelayan
masyarakal dalam banvakaf taiah secars umum

Hasil

belum sesual dengan Indikator konsep kKinerja.
2 Problematiha Hukum Kinerjz PPAIW dalam
Palaksanaan Hukum Wakaf Tanah

Berdasar<an  hasll  perelitisn  tentang

knera PPAMW menunjukkan behwa kinerja

PPAI befur sssual dengan indiator kera

Faklor penghambatnya antara lin (skhak, 2022}

& Kurangnya sumber daya PPAIW, berupa

kemampuan dan  kecardasannya  daiam
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melaksanalian tugasnya mekayani wakaf tanah
& masyarakal, misalnya  pemenuhan
persyeralan pelaksanaan wakal lanah dan
kesdaan wakll nadaie dar dokumen tangh
wakaf yeng belum memanuhl syaral; dokumen
tanah vang akan  diwakafkan  belum
bersertifikal. Parmasalahan yang disebabkan

olely  pemyaralan  adminslmasl dalam d

parmenuhan zyaral famil wakal tanab, dapal
disolesaiken oleh PRAIW, kelia PRAINW
paharm tentang asas peEyanan yang baik can
mudah bagi publik.

b. Kurangnya sumber daya PPAIW, kalannya
dengan kermampLsEn meyalesaikan
permasaahan wakal larah di masyarkal,
msalnya. terdapat plhal yeng mengounakan
tanah  wakal  dalam wakly  lama  dan
berkainginan unik membel atad memiki;
terdapat nadzr ban yang ditunjuk wakil
karens nadzir leme tidak cakap dan tidak
segars mewdjudkan Keinginen wakil dalam
mengelola 1anah wakaf, aan lainnya. Sumber
dava manusia yang berkuallas olulikan
kepada peninokatan kootrbusi yang dapal
diberlkan oleh paa  pegewal kea rah
lecapainya tujuan (lheahbim, Djuhertons, &
Sodik, 2021},

¢. Kurangrya sumber daya PPAIW katannya
dengan petkermbangan  wakef dl mana
permahaman wakaf bukan hanys wakal tanah
sga, namun lerdapal beberapa prakish wakal
yang  melbatkan  PPAIW  calam
pelaksaraannys. misalnys: wakat uang. wakat
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produktit, wakaf saham, wakaf hutan, wakaf
perfanian, wakaf investasl, wakaf Hak
Rakayaan  Injaleklual,  dan laionya
(Syallerohnian, 2022), Para Jama dard
bemaga mazhat Hdak ada perbedaan temang
perwakefan bards telap atsu tshan lema
{Mukerl, 20165

POAIW  bebim melzksanakan lugss  dan
kewajbannya eecara benar, kaitarnya déngan
koordinasi dan  pemberdayaan  nadzr,
Bardasarkan  hasl  penelitan  ditemukan,
tercapal  PPAIY  yang  berslkap  pasf
menunggu masyarakal dalam berwakal lanah,
padahal perbualan wakal fanah ldak teradl
saliap hari, hanya wakly terenll sgja Hal
demikian  diskap  dengan  membantu
pekerjaan lain yang membulubkan lenaga,
yaknl  melayan  pelksanaan  nikah di
masyarakal, Padahal, sebenamya pekerjaan
lain yang ditentukan deh atuan KEMENAG
fidak sebatas manunggu pelaksansan wakaf
fanah.  Namun, FPAIW juga  bedugas
memantad knerfa nadzic dalam melsksanakan
kewaibannya Madzir menunggu  kinerja
FPAIW  unluk  membng, méngarahkan,
randampingl memanitoring dan mengevalae
datam melzksanakan  lugasnya  sebagal
pengelola tangh wakal, Apabile tugas nadzir
sesua dengan aturen perundang-endangan,
maka pemanfaalan tanah wakaf dapal optimal
di masyarakat dan sesual dengan maksud dan
Wjuan wakif sepert yang termapat dalam akia
ikrarwakaf.
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a. PPAIW aelum membarkan pelayanan prima
(gocd govemance) dalam  pelaksanaan
serlilikasl larah wakal di masyarskal, karena
masih terdapal lanah wakal yarg  bebim
tersertfikalkan.  Menurul  Undang-Undang
\Wakaf menjelaskan tahwa FPAW berugas
mandaftarkan fanah wakaf setelah akia fkra-
wakal sudah jadi Pembuatan skia (kear wakal
mempunyai ark yang sangal penfing karena
marupakar  bukli  autentk  yang  dapat
malindungi  den menjgmin kesinambungan,
kedestanan, dan  hkelanggengan eksislensi
wakal Ilu sendirl (Samsidar, 2016). Namun,
secara redila menunjukkan bahwa nadzirah
(bagl  nader  organkesiYayasanbadan
hukum) yang mendsfiarkan tanah wakal
sampel proses sardflkas @nah wakal, karena
reczir bedangaung Jawab dalam pelestaran
dan pengelolaan tanah wakaf Apabia akla
lkrar wekaf sudah Jadi, naczic malengkaps
syarat-syamal fainnya dan segira memproses
seriifikasl  1anan  wakal Bagl naczi
perorancan,  Udax  mucah  memproses
pendaftaran tangh wakal sampal keluarnya
serfifikasl tanah wakal, kamra syaral-syaral
yany dibutihiecan hams dipenusi dalam janpka
wakiy yarg ditentukan. Maka, bag radzic
yang ticak barsunggun-sungguh dan tioak
paham, akan leqadi salab oaham dengan
pihak Karlo: Perdanakan. Hal nilah yang
manyebabkan penglrusan serlifkesi lanah
wakal Udak sampal  selesal,  sehingga
menimbutkan sengketz di kemudian har
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Salaln fu, radzr berpandapat bahwa cukup
akla lkrar waksaflah, yang dignakan sebagai
dubumen lelah lededinga perbualan bukum
wakal, dan ldak memproses sampal serifkasi
lanah wakal, Berdasarcan penelitan lersebul
menunjukkan bahwa PPAIY dalam proses
sertfikasi tanah wakal belum optimal dan
balum sasual asas kepastian hukum, PRAIW
tidak mengawa dan lidak barkoordinasi

‘dongan nadzir dan badan pedanahan daiam

meysukseskan keberhasian sedifikasi tanah
wakal Asas kepastlan hukum dapal berupa
alumn  lerwdls  atsu  atuen  perundang-
undargan yang harus ditaatl dan menjad| wlak
ukur kebenaran alag keabsahar perbuslan
yang ielah diakukan  (Prayogo. 2096
Pangelofaan  wakal  yang salsh akan
manjadikan fanabh wakaf mangkrak [tidak
ruwg),  lidak  terpelibara,  berpindah
kepemilikennya sade orang lam atau hilang
{Arlfin. 2074).

. PPAIW belum optimad dalam memberixan

penyuluhan hukum wakaf lEnah di masyarakat
karena masit ferdapat pemakamsn dan
pefaksanaan hukum wakal secara Iradisional
di mesyarakal Walaupin masyarsist felah
mendapatkan pangenatan hukum wakaf tanah
dan  kyal @ial  ickoh agama melalui
pendekatan agama. Namun, masyaraka! juga
perting mendapatkay pengetabuan lenlang
pethembangan  hukum wakal d Iedonesia
melalul pendekatan hukum negara, Karena
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masyarakal adalah subyes hukum wakaf,
yang manjalankan hiukum wakaf,

g PPAIY belumn optimal dalam membesihan
penyuluhan hukum kepada nadelr lentang
pengeiaan wakal df [aman sekarang, yang
berorienias pada  owakal  produkbl,
Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa
d dagrzh pedesaan masih temdapal rads-
yang mengeloa wakal untuk  kepentingan
lbadak dan slau lembaga perdidikan, karena
pengetahuan  nadzir  dalam  manajemen
pengeldaan  kurang  maksimal,  bahkan
lerdapat nedadr yang belum  mengstshu
tentang  menajemen  pergelolaan  wakaf.
Apabila  PPAIW  lidak  memaksimalkan
pengetahuan nadzir o dsemh  kergnva
lentang manaeman pangelciasn wakal tanah,
maka keberadasn aset tanah wakaf tidak
maksimal berfungsl  atew  bermanfaat d
masyarakatl.

ho PPANY  belum  sepenuhrya  menjatankan
lugasnya ferall dengan managmen  nacdzir,
Weanurul hasll penelitian mendniukkan babwa
masin lardanal nadeir perseadrangan yang

sudah meninggal dunia dan belum ada |

penggantirye,  terdapal nadeie yang
manjalankan  lugasnye sebagal  pekerjzan
sambilar, terdapat nadzir yang  tidak
malaporkan  pogres  pekefjaannya ke
KUABWI Daryadi, 2021).

I Beun adanya keblakan tegara kelanmya
dengan anggeran cana sosiglsasi hukum
wakat O masyarakal, penggapan PPAIW,
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biaya polokssnasn tugas pendaftaran tanah
wakal  Selama  Inl,  anggaren  dona
pelaksanaan hukum wakal menyaly dengan
anggaran dara  pelaksandan Kneda  KUA
secara umum, belum. eksplisit menunrjukian
dana kegiatan bukum wakal dan pelayanan
wakal Hal Inl dhkarenakan hukomr wakaf
hemilal sosid, spapun yang dikerjakan aleh
BOAIW dan pekerasn yang ada ksitannya

dengan wakafl bemilal sosial fidak berbayer

dan tdak dibayar. Cara berpikir fuleh yang
bedelanulan  sampal  sekarang, padahal
keqglatan yang berkallan dengan hukum wasal,
leflurya  membuluhkan dara,  misalnya,
sogialisasi dan panyuluben Rukum o weakal,
workshaop naczic dalam pengelolzan assel
wakal bigya pemenuhan syarat-syaral formil
wakaf  hizya pemenuhan  sysrat-syaral
pendaftaran tanah wakaf, dan lainnya, Hal ini
sesua dengan pereltian yang dilakulan oleh
Zuraidah Ab Hasan dkk yang menjelaskan
bahwa perembengan wakal di Malaka adalah
kurangnya dana  dalam  soslalisasl  di
masyarakal (Hasan dkk, 2015),

FPAIW  belum  berhasi  menumbuhkan
kesadaran masyarakat dalzm Berwakal tanah
ke PPAIW. Berdasarkan hasil penditian
menunjukkan oshwa sampal saal nt masih
tarda pal beberapa masyarskat barwakal anah
lidak ke PPAIW. Masyarakal meakukan
demikian kamna bebarapa  perlimbangan,
antara [sin; berwakal tanah ke PRAIW akan
mengurang ntal kekhlasan calam benbacah,
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wakff  belum  separuhmya mewakafkan
tanahmya karena masih setengah hati dalam
memberkan lanah untuk kepe|uan soslal dan
Ibadah, wakll masih lekul pada kerabalnya
apabila teradi pemindanan <epemilikan 1anah
dan milik patadi menad) omum. Hal demikian
dikarenakan, wakif belum manostahui fenlang
buikurm wiakal
mandetal/terpering sehingga masih lerdapal

HEAGEEAS SECATA
kesalahpahaman dslem melaksanakan hukum
wakaf yang sesusi dengan syar'i.

Sebagian besar FRAIW belum
memplaklekkan pembuatan sural kepulusan
madzr (SK Nadzdr) Kepada pihak yang
bersedia menadl nadzir, karena PPAIW
berpikic hatwa pekefean nadrie bemilal
sosial, tidek berbayar, dan bermiat berlbadah
kepada Allah

| PPAIW mash marggunaan pola pikir lama
dalam memahiami hukum wakaf, khususnya
tentang Jembustan Sk Maczr. Hal inl beearll
FPAIW belum mendukung semetintah calam
pembentukan nadalr profeslonal

PPAIW belum mamaksimalkan kerasama
dengan lembaga yang berkaltan denpan lugas
pekaragnnys, miaainya: KALUR KESRA, Majlis
Ulama Kecamatan, Badan Partanahan Tingkat
Kabupaten,  MNotans, nadzir,  fokoh
agama'kyailulama, KEMENAG Kabupater,
dan B Kabupaten. Hal inl berart, PPAIW
blum mengetahul balwa manfaal kenasama
dan koordinasi antar lembaga wakal dapal
memuncuikan tangoung jawab bersama.

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
Unilverstas Diponegong

Problomatika PPAIW  sebagal lembaga
pelayan masyarakat dalam  berwakaf tanah,
lerdapal pads surber daya personal PPAIW,
partisipasi  masyarmkal, kebialan  pamerinlah
dalam pemvediaan angoaran danra dan sarana
prasarana yang mendukung snena  PRAIW.
Prabiematika PPAINY yang berasal darl sumber
daya perstinal PPAIW, hermsal darl kurangnya
kemampuan PPAIW dalam memahami lentang
atas-asas hukum wakal, penyolesaian sengketa
wakel, manajeman nadzic  mensosialisasian
reguiasi  wakal  kepada
mgsyarskal  Selain I, jugs  kurangnya
kemampuan PPAI dalam mendukung program
pemerintah  dadem  pembeniukan  nadzi
professicnal dan kebjaxan cerifikssi tanah
wakal

Sedangkan problamatika hukum PRAIW
katannys  pemberdavaarn  hukum  pada
mesyarshal, yakni  FPAIW  belum  mampu
kesadaran

perkambangan

mienurmbiuhikan masyarakal
seperuinya urfus berwakal wanan o hadapan
FPAIW, batum mampu mendampingl masyarakat
dalam melancarkan pogram sartifikasi &nah
wakal, belum mampu  mengubah  mainssl
masyarakal dalam pengatolaan dan pemanfazlan
lanah wakal dan legalitas nadznir (SK Madzir,
Makna belum mampu bukan berari PPAIWY tidak
dapal menjalarkan lugasnya sama sekall, namun
Froblematika
PPAIW kailannya dergan kebijakan pemenntabh,
adalah belum adanya kebighan pemerintan

katannya dengan anggaran dana pada kegiatan

hanya sebagian saja Fukum
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wakal, Selaln tu, juga belum adama upaya
pemenintah  dalam  penciplaan dan  dukungan
PPAMWY.  Walaupin  pemerintah
memberikan sumbangan dana bagi sertifikasi
lanah wakaf, namun belum berbanding lumis
dergan  aset tanah  wakal yang diajuban
permohonan pembebasan biaya serifikasi anah
wakal karena masih ada biaya yang hans

kinera

dizediakan, migalnya; ranspord, whur tanah, dan
mataral, panbadaan dekumen tanah wakaf
3. Optimalisasi Kinerja PPAIW  dalom
Pelaksanaan Wakafl Tanzh
Selelah mengelahul problematika PPAIVY
sabaga lembaga pelayan masyarakal dalam
bervakal (anzh di atas, maka upaya yang hans
diizk ukan adaiah:
a Pmoblemaiika  PRAIN
pelayan masyarakat

sehagal  lembapa

1) Peningkaten kemampuan dan keterampllan
FPAIWY melglul beberapz cara, anlama lain;
pelaliban, warkshap, seminar, lentang hukum
wakal,  Tuuannya  uniuk menamiah
ketramplian dalam melaksanakan ugasma,
berupa perbustan nyata, misalngs, belgas
latihan menyelesaikan Kasus wakal mebalu
prospe-pmses  vang  hams  dilaksanakan,
betmar manyeiesakan masalah, katannye
dengan pemenuhan tyaat-syaral yang harus
dilergkapi dalem proses perdaftaran wakal
tanah, belsjar  menerapkat  manajsmen

kepemimpinan  dalam  meangksodinir  dan

meningkalkan kingra nadzir.
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b Problematka

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
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hukum  FRPAIW  kaitannya
pembardayaan huksm pada masyarakat

1) PPAIW selalu Serkoordinasl dengan beberapa

2

—

Institusi - wniuk mengoptimalkan  kinerjanya,
yakni: Kementeran Agama Kabupaten yang
kaitannya dengan pedanagungigwabar kinena
PRAW  yang digvaluas! dan
deempumakan clami
peraikan knera seanjutnys; KALURKESRA
tingksl  kelurshan  katannya  dengan
memberkan penyuluhan hukum lslam di

akan

oleh  pamerintah

masyarakal termasuk hukum wekal dengan
menggunekan pendesalan hukum agama dan
negara; lokoh agamadkyaldama  kaitannya
dengan mendakwatian perwakafan kelka
menyampakan Islam:  Kantor
Kelomhan  kaitannya  dengan  koardinasi

gjaran

dengan ksdurzhan terkall dengan dokumen
yang harus dipenuhi; Badan Pedanahan yang
ada di setiap KolaWabupslen alau BPN
Kaimnnya  dengan dengan
pendeflaran tanah wakal sampai terbinya
tanah wekal vang diskukan oleh nadzlr
dengan melsngkapt syarat-syarat yarg telah
dilelapkan oleh BPN; BWI katannya dengan
eksistensl nadrsie dalam pengdckan  dan
pembardayazn tanah wakal, dan nadar uniuk

kaitanrya

bekerjasams dengan menegekkan  hukum
wakaf

PPAIW berdpaya meslpgkatkan pelayanan
wakaf lanah dengan baik dan mudah, dengan
pelayanan vang  meryenangkan  dan
memuaskan FPAIW dapal meleksapakan
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tugasnya bardesarkan pedoman tortulis, tertb,
mangutamakan  kepentingan  umum, - tidak
memibak, adil, professional, akuntabiiias,

3) PPAIW hams berupays mengawdl nadzr
daglam proses pendafiaren tanah  wakal
sampei keluamye sertifkas) tanah wakal, Hal
damikiar, dilakukan Karena terdapat nadzir
yang bermasalah dalam mengurus| eyarat
syaral yang harus dipenuki datm pendaftaran
lanah waicaf, sehingga fdak  dilanjutikan
Akibatnya, terdapal tansh wasa yang punya
gl ikrai wakal, tapl Gdak  mempunya
serfifikal lanah wakal Pandaftaren lanah

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
Unilverstas Diponegong

nacgir  yang  sorng  digugst  atau
digermasalahkan oleh  wakl dan  slau
masyaakal  Selain Bu, tekadarg  nadzi
miiakukan pekejean melrpaul lgas dan
Wewenanonya, sepert; menjual harta wakaf,
mengganti aset ansh wakal menggunasan
aset waka® wofuk Keperiingan prbadi
mencampurkan harla wakal dengan harla
pribaci, dan linnga Dengan damikian SK
logalitze wakal sangat penting bagl nadzir
karena cdapat bemersn menguatken posisi
alay kedudukan naczir secara sahl d mata
Nukum,

sangal panling  karena  berujuan  unluk  5) PRPAIW harus mempunyal pengetanuan dan

memberlkan Kepaslian Hukum lerhadap asel
dan meryvediakan informasl atau data kepada
phak  yang  bedeentngan  ontuk
tetealenggaranya tertib admintstrasi
pertanahan (Sandia, 2014),

4} FPAIW  haris  mengelahul  substansd
perkembargan  hukum wakaf  kadlannya
dengan legalitas nadzir. yang  merupkan
sglan  sall  lugas pokoknya,  kemucan
tilaksanakan dalam prakiek perbuatan hukum
wakal, Menurul Urdang-Undang Wakaf yang
difglaskan  Hdam  Persluran  Pematinkah
Mormor 42 Tahwn 2006 tentang Polaksanaan
Hukum  Wakaf  menjelaskan  bahwa

mengikull perkambanoan hukum wakaf daam
memterkan penyuluban hokum, sosialszasi
hukum,  wokshop  hukum owekal,  seminar
hukur,  dan edikasi  Rukom  kepada
masyarakal,  Paryuluhan  hukum  artinga
memberkan ocengetahuan lentang  hukum
yang ada katanwa dengan fuges dan
kewajibannya. misalnya, hukum wakal yang
mengakan pokok pekersannya  hikdm

-anrana keitannys dengan peslindungsn dan

peryelamaten serla legalilas lansh wakal,
manajerman  kailannya  dengan  slralagi
pelgksanaan fugasnya: hukum administasi
negara tentang pekavaran pubilk.

keberadsan  nedzr  harls  mendapatkan  6) PPAIW hams bekerjasama  dergan nadzlr

legalilas hukum antuk memberdkan kepastian
dan pedindungan hubum pada  eksistens
pekerjaan nadzir  Kepastian il penting
berkaitan denoan keberadaan can pekerjizan
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melalui penyuluhan bubum, sosialisas| hukum,
workshop huklm pengeiolaan asssl wakal,

‘seminar hukum, dan edukast hukum kepada

nadzir. supaye nedzr mengetahul fugas
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kewajibanmya tehadap anan wakaf, termasuk
hak radzir serta legalitas nadzir, supaya
mendapalkan  perlindungan  hukum  dalam
menjalankan tugasnya

¢ Problematika  hukum  PPAIVE  kaitennya
dangan kebijakan pamenntan

1) PPAIW  hams  belajar  tentang  cara
menyelesakan sengkala lanah wakal, halk
malalul  musyawarah, mediasl  matgun
arbifrase.  Swelain fu, PPAINY  hatus
mengadvokasi senckets wakal di masyarakat.
PPAIW  haws  depal
dengan mucah, cepal, f@npa menimbulkan
masalah baru,

renyelesaikannya

D. SIMPULAN

Kineg  PPAIW  dalam  melsksanzkan
lugasnya sebapal pelayan masyarakat dalam
barwakof tanah secara umum belum sasua
dengan indkater kensep kinedja Hal demikian
dilurpukkan  deh  bebermpa  keadsan, yakni
kuglitas pefayanan wakal tanah kurang maksimal,
karera belum sampal pada pengawalan serlifikasi
tanah waka' secara lunias Probematika hukum
PPAIW vang berasal dar| sumbe daya parsonal
PPAIN  yakrl: kurangnys kemampuan dalam
memahami tentang asas-asas hukum  wakal,
paryelesaian sengkela wakal menscsialisasikan
perkembangan wakaf  hkepada
masyarakal mendukung  program  pemedniah
datam  pembentukan nadzll professional  dan
kebipkan sertfikasi tanah wakal Problemalka
PPAIW  kamannya

regulasi

pembardayaan hukum

Frogram Magister Hukum, Fakulies Hulum
Unilverstas Diponegong

masyarakat, yainl belum mampa menambuhkan
kesaderan  masyarakal  sopenubnyn  unfuk
berwakaf tanah i hadapan PRAIW, mendamplngi
masyatakal  dalam  melancarkan  program
sertifkas tanah  wakaf, mengubah  mainset
mesyarakal dalam pengslolaan dan pemanfaztan
lanah wakaf dan legalitss nadzhir (SK Nadzir].
Upaya PPAIW =ehagal |embags yang melayan
wakafl tanah di magyarakal yakn, meringkalean
kualitas sumber days PRPAIW d bidgang hukum
dan mangjemser; bekerasama dencan inalans.
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